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KATA PENGANTAR 

 
Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah 

SWT,Tuhan yang Maha Esa,yang dengan karunianya sehingga 

Laporan Penilaian Evaluasi Kinerja Kecamatan (EKK) Tahun 2024 

dapat terselesaikan. 

Berdasarkan amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa salah satu 

unsur dari Perangkat Daerah adalah kecamatan. Sebagai bagian 

dari Perangkat Daerah, maka dalam Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah untuk Pemerintah kecamatan setiap 

tahunnya perlu untuk dievaluasi kinerjanya oleh Pemerintah 

Daerah, karena kecamatan merupakan salah satu ujung tombak 

dari Pemerintah Daerah dalam memberikan Pelayanan Publik 

kepada masyarakat di Daerah, sehingga melalui Evaluasi Kinerja 

Kecamatan tentunya setiap waktu Pemerintah Kecamatan akan 

dapat meningkatkan kinerjanya. 

Oleh karena itu, keberadaan dari lembaga kecamatan dalam 

sistem Pemerintahan Daerah tidak lain salah satunya adalah 

bertujuan untuk meningkatkan Penyelenggaraan Pelayanan Publik 

bagi masyarakat di daerah Kabupaten/kota. Sehingga dengan 

kondisi sistem Pemerintahan di Indonesia yang seperti ini maka 

“Kinerja Kecamatan” dalam proses Penyelenggaraan Pelayanan 

Publik di Indonesia perlu untuk lebih ditingkatkan. Salah satu 

upaya dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah dalam 

bentuk upaya peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Publik di 

Kecamatan adalah melalui evaluasi kinerja kecamatan yang 

dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi maupun 

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagai salah satu amanah 

dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 17 Tahun 2018 
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BAB I 

Pendahuluan 

 
 

A. Dasar Pemikiran 

Sudah menjadi pandangan umum dalam Penyelengaraan Pelayanan Publik 

oleh Pemerintah pada beberapa negara di dunia, bahwa seakan-akan pelayanan 

publik yang diselenggarakan oleh institusi Pemerintah sangat identik dengan 

kondisi “terlalu lama, biaya tinggi, prosedur berbelit-belit, pelayanan bersifat 

deskriminatif dan lain-lain”. Banyaknya keluhan yang datang dari masyarakat 

kepada Pemerintah Daerah terhadap proses Penyelenggaraan Pelayanan publik 

yang dilaksanakan oleh instansi Pemerintah di Indonesia dapat  dijadikan sebagai 

indikator untuk menyatakan bahwa proses Penyelenggaraan Pelayanan Publik 

yang dilaksanakan oleh instansi Pemerintah masih berada pada kategori yang 

“relatif kurang memuaskan”, hal ini dikarenakan indikator akhir yang dijadikan 

ukuran dalam penilaian suatu Penyelengagaraan Pelayanan Publik adalah 

“tingkat kepuasan masyarakat” sebagai unsur yang dilayani dalam menerima 

Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh instansi Pemerintah. 

Pada hakekatnya pelayanan publik merupakan suatu proses pemenuhan 

kebutuhan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah. Dalam Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan adanya 3 (tiga) 

tingkatan Pemerintahan, yakni; Pemerintah (pusat), Pemerintah Daerah dan 

Pemerintah Desa. Sebagai salah satu tingkatan Pemerintahan, maka Pemerintahan 

Daerah terdiri dari unsur “Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah (DPRD)”. Sedangkan Pemerintah Daerah terdiri dari Kepala Daerah dan 

Perangkat Daerah. 

Salah satu unsur dari perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang bertugas 

melaksanakan Pelayanan Publik adalah unsur “Kecamatan”. Berdasarkan pasal 209 

ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, 

dinyatakan bahwa, Perangkat Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas; 

a. Sekretariat Daerah 

b. Sekretariat DPRD 
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c. Inspektorat 

d. Dinas 

e. Badan 

f. Kecamatan 

 
Keberadaan dari lembaga Kecamatan berdasarkan pasal 221 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah; Daerah Kabupaten/Kota 

membentuk Kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi 

Penyelenggaraan  Pemerintahan, Pelayanan Publik, dan Pemberdayaan masyarakat 

Desa/Kelurahan, sehigga Kecamatan merupakan perpanjangan tangan dari 

Bupati/Walikota. 

Kecamatan berdasarkan pasal 1 point (24) Undang-Undang Nomor 23 tahun 

2014 adalah sebagai berikut; Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain 

adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh Camat. 

Menurut Sadu Wasistiono dan kawan-kawan (2009;1), bahwa; salah satu 

entitas Pemerintahan yang memberikan Pelayanan langsung maupun tidak 

langsung kepada masyarakat adalah Kecamatan. Sebagai sub sistem 

Pemerintahan di Indonesia, kecamatan mempunyai kedudukan cukup strategis 

dan memainkan peran fungsional dalam pelayanan dan administrasi 

Pemerintahan, Pembangunan serta kemasyarakatan. 

Oleh karena itu, keberadaan dari lembaga kecamatan dalam sistem 

Pemerintahan Daerah tidak lain salah satunya adalah bertujuan untuk 

meningkatkan penyelenggaraan Pelayanan Publik bagi masyarakat di Daerah 

kabupaten/kota. Sehingga dengan kondisi sistem pemerintahan di Indonesia yang 

seperti ini maka “kinerja kecamatan” dalam proses penyelenggaraan pelayanan 

publik di Indonesia perlu untuk lebih ditingkatkan. Salah satu upaya dari 

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah dalam bentuk upaya peningkatan 

penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan adalah melalui evaluasi kinerja  

kecamatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi maupun 

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagai salah satu amanah dari Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan.
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Penilaian EKK juga sekaligus untuk menilai pelaksanaan Pelayanan 

Administrasi Pelayanan Terpadu (PATEN), karena pelaksanaan PATEN 

merupakan salah satu indikator dalam penilaian EKK. Hal ini dikarenakan akhir- 

akhir ini sistem pelayanan terpadu makin banyak digunakan pada berbagai 

Pemerintah Daerah di Indonesia dalam penyelenggaraan pelayanan publik, 

terutama pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat terhadap perizinan usaha,  

yang dilakukan secara terpadu pada satu lembaga pemerintah daerah, sehingga 

penyelenggaraan pelayanan publik tidak lagi terpencar di berbagai instansi 

pemerintah. Oleh karena itu, pelaksanaan PATEN sudah merupakan standar 

umum dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik di tingkat Kecamatan. 
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BAB II 

Pengertian dan Ruang Lingkup EKK 

 

A. Pengertian 

Berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah,Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah 

dari Pemerintah Daerah/Kota yang di Pimpin oleh Camat. 

Pengertian Camat berdasarkan pasal 1 ayat 4 Peraturan Gubernur Sulawesi 

Tengah 50 Tahun 2014 adalah; perangkat daerah dan koordinator 

Penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam 

pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari 

Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan 

penyelenggaraan tugas umum pemerintahan. 

Oleh karena itu Camat merupakan bagian dari Perangkat Daerah dan 

diberikan kewenangan untuk mengkoordinir Penyelenggaraan Pemerintahan di 

wilayah kerja kecamatan, yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh 

pelimpahan sebagian kewenangan Pemerintahan dari Bupati/Walikota dalam 

upaya menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan juga dalam rangka 

Penyelenggaraan tugas umum Pemerintahan. 

Evaluasi Kinerja Kecamatan berdasarkan pasal 1 ayat 5 Peraturan Gubernur 

Sulawesi Tengah Nomor 50 Tahun 2014 adalah suatu penilaian secara sistematis 

terhadap keseluruhan data hasil kerja camat beserta staf yang merupakan kinerja 

kecamatan yang terukur dengan indikator kinerja kecamatan. 

Oleh karena itu, evaluasi kinerja kecamatan merupakan suatu bentuk 

penilaian yang dilaksanakan secara sistematis terhadap keseluruhan dari data dan 

hasil kerja dari camat beserta seluruh unsur perangkat kecamatan yang dalam hal 
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ini merupakan hasil kerja dari  camat secara personal maupun kecamatan secara 

kelembagaan dan dilaksanakan secara terukur melalui indikator yang telah 

ditetapkan untuk mengukur kinerja dari kecamatan. 

 

B. Dasar Hukum EKK 

Dalam penyelenggaraan evaluasi kinerja kecamatan yang dilaksanakan 

setiap tahunnya oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan 

provinsi Sulawesi Tengah, memiliki dasar hukum sebagai berikut; 

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 

Tambahan Lembaran Negara Reublik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah  (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian 

urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi 

dan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737). 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 40, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826); 

6. Peraturan Gubernur sulawesi tengah Nomor  50 tahun 2014 tentang 

Pedoman Penilaian Evaluasi Kinerja kecamatan Provinsi Sulawesi tengah 

(Berita Daerah Provinsi Sulawesi tengah tahun 2014 Nomor 50); 

7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 6 Tahun 2016 
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tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah kabupaten 

banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 6 ); 

8. Surat Keputasan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 100.3.3.2/331 

Tentang Tim Penilai Evaluasi Kinerja Kecamatan 2024 Tahun Anggran 

2025 

9. Surat Keputasan Bupati Banggai Kepulauan  Nomor  100.3.3.2/     

/Tahun 2025 Tentang Penetapan Peringkat Penilaian Evaluasi Kinerja 

Kecamatan Tahun 2024 

 

C. Ruang Lingkup EKK 

Sebagai salah satu proses evaluasi (penilaian) terhadap kinerja kecamatan,  

maka Evaluasi Kinerja Kecamatan (EKK) memiliki ruang lingkup tersendiri, 

berdasarkan Pasal 2 Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 50 Tahun 

2014 dinyatakan  bahwa, Ruang Lingkup Evaluasi Kinerja Kecamatan meliputi; 

1. Penyelenggaraan tugas umum pemerintahan; 

2. Penyelenggaraan sebagian kewenangan Bupati/Walikota yang 

dilimpahkan untuk melaksanakan sebagian urusan otonomi daerah perlu 

urusan ini ditetapkan; 

3. Penyelenggaraan tugas lainnya yang ditugaskan kepada camat 

4. Kompetensi Camat. 

Berdasarkan pasal tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa ruang 

lingkup dari proses evaluasi kinerja kecamatan baik di tingkat pemerintah 

daerah provinsi maupun pada pemerintah daerah kabupaten/kota adalah proses 

penyelenggaraan dari tugas umum pemerintahan atau yang sering disebut 

dengan “tugas atributif” dari seorang camat, serta proses penyelenggaraan dari 

sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota kepada camat 

untuk melaksanakan sebagai urusan otonomi daerah atau yang sering juga 

disebut dengan “tugas delegatif” dari seorang camat, serta melakukan penilaian 

terhadap  proses penyelenggaraan tugas-tugas lainnya dari seorang Camat, serta 

kualitas dari proses penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat pemerintah 

kecamatan. 
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D. Asas EKK 

Dalam proses penyelenggaraan evaluasi kinerja kecamatan harus didasarkan 

kepada asas-asas yang telah ditetapkan oleh peraturan Perundang-undangan. 

Berdasarkan pasal 3 Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 50 Tahun 

2014 dinyatakan bahwa; pelaksanaan evaluasi kinerja kecamatan berpedoman 

pada asas-asas: 

a. Transparansi, penilaian kinerja dilakukan dengan melibatkan unsur 

aparatur pemerintahan yang terkait dengan tanggungjawab pembinaan 

kinerja kecamatan. 

b. Akuntabilitas, penilaian evaluasi kinerja berdasarkan pada capaian 

kinerja tertentu yang dapat diukur. 

c. Partisipatif, penilaian evaluasi kinerja mendorong tumbuhnya 

keterlibatan stakeholder untuk mengembangkan evektivitas kinerja 

kecamatan. 

d. Sinergi, penilaian evaluasi kinerja kecamatan diselenggarakan 

secara terpadu antara pemerintah dengan pemerintah daerah. 

e. Inovatif, penilaian evaluasi kinerja mendorong tumbuhnya 

pengembangan kemampuan kinerja kecamatan. 

f. Kreativitas, penilaian evaluasi kinerja menghargai pengembangan 

proses pencapaian kinerja berdasarkan kondisi kinerja yang dihadapi 

kecamatan; dan 

g. Adil, penilaian kinerja kecamatan tidak memihak pada salah satu 

pihak yang menjdi objek penilaian. 
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Oleh karena itu, berdasarkan pasal di atas dapat dinyatakan bahwa 

penyelenggaraan dari evaluasi kinerja kecamatan ini didasarkan kepada asas-

asas Transparansi, yang merupakan penilaian kinerja dilakukan dengan 

melibatkan unsur dari aparatur pemerintahan yang terkait dengan 

tanggungjawab pembinaan kinerja kecamatan. Asas Akuntabilitas, merupakan 

penilaian evaluasi kinerja kecamatan berdasarkan pada capaian kinerja tertentu 

yang dapat diukur dengan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Asas 

Partisipatif, penilaian evaluasi kinerja mendorong tumbuhnya keterlibatan 

stakeholder untuk mengembangkan evektivitas kinerja kecamatan. Asas Sinergi 

yang merupakan penilaian dari evaluasi kinerja kecamatan yang 

diselenggarakan secara terpadu antara unsur pemerintah pusat dengan unsur 

pemerintah daerah. 

Selanjutnya juga didasarkan pada asas inovatif, yang merupakan penilaian 

evaluasi kinerja untuk mendorong tumbuhnya pengembangan kemampuan dari 

kinerja kecamatan. Asas Kreativitas, yang merupakan penilaian evaluasi kinerja  

kecamatan dengan menghargai pengembangan proses pencapaian kinerja 

kecamatan berdasarkan kondisi kinerja yang dihadapi oleh kecamatan; dan yang 

terakhir adalah adil, yang merupakan penilaian kinerja kecamatan dengan 

tidak memihak pada salah satu pihak yang menjdi objek dari suatu penilaian 

terhadap kinerja kecamatan. 
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BAB III 

Maksud, Tujuan dan Sasaran 

 
 

A. Maksud Kegiatan EKK 

Sesuai dengan amanah Peraturan Pemerintah No 17 tahun 2018 tentang 

Kecamatan pasal 33, maka setiap tahunnya Pemerintah Daerah yang dalam hal 

ini Pemerintahan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Provinsi Sulawesi 

Tengah melaksanakan evaluasi terhadap kinerja kecamatan yang ada di Provinsi 

Sulawesi Tengah. Maksud dari kegiatan Evaluasi Kinerja Kecamatan ini 

berdasarkan pasal 2 Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 50 Tahun 

2014, adalah; untuk mengetahui dan mengevaluasi kinerja kecamatan dalam 

penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di 

kecamatan dalam wilayah kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah. 

Berdasarkan uraian dan pasal di atas dapat dinyatakan bahwa berdasarkan 

amanah Peraturan Pemerintah No 17 tahun 2018 tentang Kecamatan pasal 33 , 

setiap tahunnya Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan Pemerintah 

Daerah kabupaten/kota melaksanakan evaluasi terhadap kinerja kecamatan yang 

ada di Provinsi Sulawesi Tengah, dengan maksud bahwa kegiatan Evaluasi 

Kinerja Kecamatan ini adalah; untuk mengetahui dan mengevaluasi kinerja 

kecamatan baik secara kelembagaan maupun secara personal yang terkait 

dengan; 

- penyelenggaraan pemerintahan, 

- pelaksanaan pembangunan di kecamatan, dan 

- pembangunan bidang kemasyarakatan di kecamatan, khususnya yang 

terkait dengan pemberdayaan masyarakat kecamatan. 

- Serta berbagai prestasi yang diraih oleh pemerintah kecamatan, baik 

prestasi yang baskala kabupaten, provinsi, nasional maupun 

internasional. 

 
B. Tujuan Kegiatan EKK 

 

Sebagai suatu rutinitas tahunan dari pemerintah daerah Kabupaten 

Banggai Kepulauan, maka evaluasi kinerja kecamatan memiliki beberapa tujuan 

yang telah ditetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah. 
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Nomor 50 Tahun 2014, bahwa tujuan Evaluasi Kinerja Kecamatan adalah sebagai 

pedoman untuk : 

a. Menilai kondisi empirik dari pelaksanaan urusan pemerintahan kecamatan 

b. Mengukur tingkat capaian penyelenggaraan pemerintahan kecamatan 

c. Memotivasi pemerintah kecamatan sebagai perangkat daerah yang 

memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan 

d. Mendorong kesinambungan koordinasi dan keterpaduan kinerja antar 

penyelenggara pemerintahan di wilayah kecamatan guna mempercepat 

pelaksanaan pembangunan 

e. Mengembangkan berbagai kretivitas dan inovasi dalam menyelenggarakan 

program pembangunan yang terkait dengan peningkatan kesejahteraan 

masyarakat. 

f. Meningkatkan kapasitas aparatur kecamatan dalam menyelenggarakan 

pelayanan dasar dan pemberdayaan potensi perekonomian masyarakat di 

wilayah kerjanya. 

Berdasarkan uraian dan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 50 

Tahun 2014 , maka sebagai suatu rutinitas tahunan  dari pemerintah daerah 

Kabupaten Banggai Kepulauan provinsi Sulawesi Tengah maupun pemerintah 

daerah kabupaten/kota, maka evaluasi kinerja kecamatan memiliki beberapa 

tujuan yang telah diatur. Dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu 

tujuan dari pelaksanakan Evaluasi Kinerja Kecamatan adalah sebagai pedoman 

untuk: Menilai kondisi empirik dari pelaksanaan urusan pemerintahan 

kecamatan, Mengukur tingkat capaian penyelenggaraan pemerintahan 

kecamatan, Memotivasi pemerintah kecamatan sebagai perangkat daerah yang 

memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, 

Mendorong kesinambungan koordinasi dan keterpaduan kinerja antar 

penyelenggara pemerintahan di wilayah kecamatan guna mempercepat 

pelaksanaan pembangunan, Mengembangkan berbagai kreativitas dan inovasi 

dalam menyelenggarakan program pembangunan yang terkait dengan 

peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta meningkatkan kapasitas dari 

sumber daya aparatur pemerintah kecamatan dalam proses menyelenggarakan 

pelayanan dasar dan pemberdayaan potensi perekonomian masyarakat di 

wilayah kerjanya kecamatan masing-masing. 
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C. Sasaran Kegiatan EKK 

Kegiatan evaluasi kinerja kecamatan juga memiliki beberapa sasaran yang 

telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Peraturan 

Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 50 Tahun 2014, bahwa sasaran dari Evaluasi 

Kinerja Kecamatan adalah; 

a. Data Kecamatan (Renstra kecamatan, program beserta dokumen- 

dokumen) 

b. Perencaan kinerja kecamatan 

c. Pelaksanaan kinerja kecamatan, dan 

d. Hasil kerja keseluruhan kinerja kecamatan. 
 

Oleh karena itu secara jelas dapat diketahui bahwa kegiatan evaluasi kinerja 

kecamatan memiliki sasaran yakni melengkapai data Kecamatan (Renstra 

kecamatan, program beserta dokumen-dokumen), memantapkan Perencanaan 

kinerja kecamatan, meningkatkan pelaksanaan kinerja kecamatan serta 

meningkatkan hasil kerja dari keseluruhan kinerja kecamatan yang dilaksanakan 

setiap tahunnya. 
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BAB IV 

Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Kecamatan 

 

A. Tim Evaluasi Kinerja Kecamatan Kabupaten 

Proses evaluasi kinerja kecamatan dilakukan oleh suatu tim, ditingkat 

Kabupaten dilakukan oleh Tim Penilai Evaluasi Kinerja Kecamatan Tingkat 

Kabupaten. Berdasarkan pasal 16 Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 

50 Tahun 2014, dinyatakan bahwa: 

1. Untuk melaksanaan Evaluasi Kinerja Kecamatan Tingkat Kabupaten di 

Provinsi Sulawesi Tengah dibentuk tim penilai Evaluasi Kinerja 

Kabupaten, yang ditetapkan dengan  Surat Keputusan Bupati Banggai 

Kepulauan, yang terdiri dari; 

a. Bupati sebagai pembina 

b. Wakil Bupati sebagai pengarah 

c. Sekretaris Daerah selaku penanggungjawab 

d. Asisten bidang pemerintahan sebagai ketua 

e. Kepala Biro yang membidangi pemerintahan sebagai sekretaris 

f. Inspektur atau sebutan lain sebagai anggota 

g. Pejabat Daerah lainnya yang terkait 

h. Unsur Perguruan Tinggi. 

2. Untuk mendukung kegiatan Tim Evaluasi Kinerja Kecamatan Tingkat 

Kabupaten dibantu sekretariat. 

3. Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Evaluasi Kinerja Kecamatan dibantu 

Tim Teknis penilaian. 

 

B. Tugas Tim EKK Kabupaten 

Dalam proses pelaksanaan kegiatan evaluasi kinerja kecamatan, maka tim 

evaluasi kinerja kecamatan tingkat Kabupaten memiliki beberapa tugas yang 

terkait dengan proses penilaian. Berdasarkan pasal 17  Peraturan Gubernur Sulawesi 

Tengah Nomor 50 Tahun 2014, dinyatakan bahwa; Tim Evaluasi Kinerja 

Kecamatan Tingkat Kabupaten bertugas melakukan verifikasi dan penilaian 

terhadap kecamatan peringkat 1 (satu) hasil penilaian kinerja kecamatan yang 

dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. 
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Berdasarkan pasal 17 ayat 2 di atas dapat dinyatakan bahwa tugas dari tim 

evaluasi kinerja kecamatan tingkat Kabupaten memiliki tugas yakni melakukan 

proses verifikasi dan melakukan proses penilaian terhadap pemerintah 

kecamatan yang berada pada peringkat pertama hasil penilaian kinerja 

kecamatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi 

Sulawesi Tengah. Sehingga yang dinilai dalam proses evaluasi kinerja 

kecamatan ini hanya 1 (satu) kecamatan pada setiap kabupaten/kota yang berada 

pada peringkat pertama hasil penilaian pemerintah daerah kabupaten/kota 

masing-masing. Sehingga kecamatan yang dinilai  senantiasa berbeda-beda setiap 

tahunnya sesuai dengan prestasi kecamatan yang diperolehnya pada lomba 

evaluasi kenerja kecamatan yang dilaksanakan oleh tim EKK tingkat 

kabupaten/kota. 

 

C. Verifikasi dan Penilaian Kinerja. 

Salah satu tugas dari tim penilai evaluasi kinerja kecamatan tingkat 

Kabupaten  adalah melakukan proses verifikasi dan melakukan penilaian terhadap 

kinerja dari institusi kecamatan. Berdasarkan ketentuan dari pasal 17 Peraturan 

Gubernur Sulawesi Tengah  Nomor 50 Tahun 2014, dinyatakan bahwa; 

1. Berdasarkan hasil verifikasi dan penilaian kinerja, Tim menyusun 

penentuan peringkat kinerja kecamatan tingkat Kabupaten, dengan 

mempertimbangkan asas-asas dan penilaian kinerja. 

2. Hasil verifikasi dan penilaian kinerja kecamatan menghasilkan 

peringkat I, II dan III dan IV dituangkan dalam berita acara penilaian 

kinerja kecamatan ditandatangani oleh tim penilai. 

3. Urutan peringkat kecamatan tingkat kabupaten ditetapkan dengan 

keputusan Bupati Banggai Kepulauan. 

Selanjutnya pada pasal 18 Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 50 

Tahun 2014, juga dinyatakan bahwa; 

1. Verifikasi dan penilaian kinerja dilakukan untuk melihat akurasi 

Evaluasi Kinerja Kecamatan yang diusulkan kabupaten/kota. 

2. Verifikasi dan penilaian kinerja oleh tim evaluasi Kabupaten meliputi: 

a. Pengujian data rekapitulasi hasil penilaian kinerja yang telah 

dilakukan Tim Penilai tingkat kabupaten/kota, 
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b. Tim Penilai Evaluasi Kinerja Kecamatan Kabupaten dapat 

menentukan        indikator tambahan sesuai dengan kebutuhan. 

3. Penentuan peringkat berdasarkan hasil verifikasi dan penilaian kinerja. 

 
D. Penghargaan. 

Guna memberikan motivasi bagi kecamatan yang memperoleh peringkat 

yang baik, maka pemerintah daerah provinsi berdasarkan pasal 20 Peraturan 

Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 50 Tahun 2014 dinyatakan bahwa; 

1. Kecamatan peringkat I diberikan penghargaan berupa uang pembinaan, 

piagam penghargaan, dan/atau Tim EKK dapat merekomendasikan 

Camat kepada Bupati/Walikota sebagai kader pemerintahan yang 

potensial untuk menduduki jabatan lebih tinggi. 

2. Kecamatan peringkat II, III dan IV diberikan penghargaan berupa uang 

pembinaan dan piagam penghargaan. 

3. Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) 

jenis dan jumlahnya disesuaikan dengan urutan peringkat dan 

kemampuan keuangan daerah. 

E. Tim Evaluasi Kinerja Kecamatan Tingkat Kabupaten/Kota 

Selain tim penilai evaluasi kinerja kecamatan tingkat Kabuapten, maka 

di tingkat pemerintah daerah kabupaten/kota dibentuk tim penilai evaluasi 

kinerja kecamatan tingkat kabupaten/kota. Berdasarkan pasal 12 Peraturan 

Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 50 Tahun 2014 dinyatakan bahwa; 

1. Untuk melaksanakan Evaluasi Kinerja Kecamatan di Kabupaten/Kota,  

dibentuk tim penilai Evaluasi Kinerja Kecamatan yang ditetapkan dengan 

keputusan Bupati/Walikota. 

2. Keanggotaan Tim Evaluasi Kinerja Kecamatan terdiri dari: 

a. Bupati/Walikota selaku pembina 

b. Wakil Bupati/Walikota selaku pengarah 

c. Sekretaris Daerah selaku penanggungjawab 

d. Asisten yang membidangi pemerintahan sebagai Ketua 

e. Kepala Bagian yang membidangi pemerintahan sebagai sekretaris 

f. Pejabat Daerah lainnya yang terkait sebagai anggota 
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3. Untuk mendukung kegiatan tim Evaluasi Kinerja Kecamatan 

kabupaten/kota dapat dibentuk tim teknis. 

Selanjutnya dalam upaya mendukung kegiatan tim Evaluasi Kinerja 

Kecamatan di tingkat kabupaten/kota dapat dibentuk tim teknis, yang bertugas 

membantu tim penilai evaluasi kinerja kecamatan tingkat kabupaten/ kota.
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BAB V 

Indikator Evaluasi Kinerja Kecamatan  

Tingkat Kabupaten/Kota 

 

A. Indikator Evaluasi 

Dalam melakukan evaluasi terhadap kinerja kecamatan maka ditetapkan 

indikator kinerja sebagai alat ukur dalam penilaian. Berdasarkan pasal 14 

Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 50 Tahun 2014 dinyatakan bahwa; 

1. EKK dilaksanakan dengan menggunakan indikator kinerja 

2. Indikator kinerja mempertimbangkan kondisi obyektif dari kapasitas 

penyelenggaraan pemerintahan oleh perangkat kecamatan. 

3. Kondisi obtektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: 

a. Kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota, urusan 

pemerintahan umum dan penyelenggaraan tugas lain. 

b. Kepemimpinan Camat dalam melaksanakan aksalerasi program dan 

kegiatan serta inovasi yang terkait dega peningkatan kesejahteraan 

masyarakat. 

c. Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) 

4. Indikator evaluasi kinerja kecamatan diberi skor dan nilai tertentu utuk 

menghasilkan pemeringkatan kecamatan. 

5. Apabila hasil penilaian memiliki skor akhir sama, tim penilai dapat 

mempertimbangkan adanya indikator penunjang yang berkaitan dengan 

kondisi penunjang kinerja, sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dari 

indikator penilaian kinerja kecamatan. 

6. Indikator skor penilaian dan pemeringkatan adalah sebagaimana lampiran 

Peraturan Gubernur. 

Berdasarkan ketentuan di atas, maka dapat dinyatakan bahwa kegiatan dari 

Evaluasi Kinerja Kecamatan dilaksanakan dengan menggunakan suatu indikator  

kinerja. Indikator penilaian terhadap kinerja institusi kecamatan dengan 

mempertimbangkan kondisi obyektif dari kapasitas penyelenggaraan 

pemerintahan oleh perangkat kecamatan. Kondisi obtektif tersebut meliputi:
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Kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota, urusan pemerintahan 

umum dan penyelenggaraan tugas lain.  

Selanjutnya Indikator evaluasi kinerja kecamatan akan diberi skor dan diberi 

nilai tertentu untuk menghasilkan pemeringkatan kecamatan. Apabila dalam 

kondisi tertentu dijumpai hasil penilaian memiliki skor akhir yang sama, maka tim 

penilai dapat mempertimbangkan adanya indikator penunjang yang berkaitan 

dengan kondisi penunjang kinerja, sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dari 

indikator penilaian kinerja kecamatan. Indikator skor penilaian dan pemeringkatan 

dapat dilihat Bab VI tentang inidikator penilaian kinerja kecamatan. 

 

B. Hasil Evaluasi 

Proses selanjutnya setelah dilakukan penilaian terhadap kinerja kecamatan 

maka berdasarkan pasal 15 Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 50 

Tahun 2014 dinyatakan bahwa; 

a. Bupati/Walikota menindaklanjuti hasil evaluasi untuk perbaikan dan 

peningkatan kinerja selanjutnya. 

b. Kecamatan peringkat pertama sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 

(1), diusulkan Bupati/Walikota meningkuti penilaian kinerja kecamatan 

tingkat provinsi. 

c. Bupati/Walikota menyampaikan hasil EKK kepada Gubernur dan 

tembusan kepada Menteri Dalam Negeri 

 

C. Waktu Pelaksanaan EKK 

Sesuai dengan amanah dari undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan daerah, maka setiap tahunnya pemerintah daerah kabupaten/kota  

harus melakukan proses evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan 

kecamatan khususnya dari sisi kinerja kecamatan. Berdasarkan pasal 22 Peraturan 

Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 50 Tahun 2014 dinyatakan bahwa; 

a. Kegiatan EKK dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali  

b. Kegiatan EKK untuk tingkat kabupaten/kota dilaksanakan pada bulan April 

berkenaan 

c. Kegiatan EKK untuk tingkat provinsi dilaksanakan pada bulan Juli tahun 

berkenaan 

d. Ruang lingkup dan bidang yang dievaluasi adalah kegiatan yang 



  

18. Evaluasi Kinerja Kecamatan Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 
 

dilaksanakan tahun sebelumnya. 

Berdasarkan pasal 19 Peraturan Gubernur Sulawesi tengah Nomor 50 

Tahun 2014 dinyatakan bahwa; Kegiatan EKK untuk tingkat Kabupaten/Kota 

dilaksanakan pada bulan April tahun berkenan. Sedangkan berdasarkan pasal 

24 Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 50 Tahun 2014 dinyatakan 

bahwa; Kegiatan EKK untuk tingkat Provinsi dilaksanakan pada bulan juli 

tahun berkenan. 

Oleh karena itu, setiap tahunnya pemerintah daerah kabupaten/kota harus 

melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan kecamatan, sehingga 

kegiatan Evaluasi Kinerja Kecamatan dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali,  

dengan ruang lingkup dan bidang yang dievaluasi adalah kegiatan yang 

dilaksanakan tahun sebelumnya. Kegiatan Evaluasi Kinerja Kecamatan untuk 

tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan pada bulan mei tahun berkenan. 

Sedangkan kegiatan Evaluasi Kinerja Kecamatan untuk tingkat Provinsi 

dilaksanakan pada bulan juli tahun berkenan, yang ada di Provinsi Sulawesi 

Tengah. 

 

D. Pendanaan. 

Kegiatan evaluasi kinerja kecamatan merupakan kegiatan rutin dari 

Pemerintah Daerah, baik Pemerintah Daerah Provinsi maupun Pemerintah 

Daerah Kabupaten/kota sehingga kegiatan EKK tersebut dibiayai oleh APBD 

Masing-masing. Berdasarkan pasal 25 Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah 

Nomor 50 Tahun 2014 dinyatakan bahwa; 

1. Pendanaan kegiatan penilaian kinerja kecamatan tingkat kabupaten/kota 

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten/Kota masing-masing dan sumber lainnya yang sah dan tidak 

mengikat. 

2. Pendanaan kegiatan penilaian kinerja kecamatan tingkat Provinsi 

Sulawesi tengah dibebankan pada anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Provinsi. 

 

E. Pembinaan 
Sebagai bagian dari perangkat daerah, maka pemerintah daerah 

kabupaten/kota wajib melalukan pembinaan terhadap pemerintah kecamatan 
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di wilayahnya.; 

1. Bupati/Walikota memberikan pembinaan bagi kecamatan yang 

memperoleh peringkat terendah. 

2. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

berupa: 

a. Teguran Administratif 

b. Pembinaan lainnya sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan 
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BAB VI 

Penutup 
 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian tentang penyelenggaraan evaluasi kinerja kecamatan 

Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan, dapat disimpulkan, bahwa; 

1. Sebagai salah satu proses evaluasi (penilaian) terhadap kinerja 

kecamatan, maka Evaluasi Kinerja Kecamatan (EKK) memiliki ruang 

lingkup tersendiri, yakni; 

a. Penyelenggaraan tugas umum pemerintahan; 

b. Penyelenggaraan sebagian kewenangan Bupati/Walikota yang 

dilimpahkan untuk melaksanakan sebagian urusan otonomi 

daerah  perlu urusan ini ditetapkan; 

c. Penyelenggaraan tugas lainnya yang ditugaskan kepada camat 

d. Kualitas penyelenggaraan pelayanan publik. 

2. Dalam proses penyelenggaraan evaluasi kinerja kecamatan harus 

didasarkan kepada asas-asas, sebagai berikut; 

a. Transparansi, penilaian kinerja dilakukan dengan melibatkan unsur 

aparatur pemerintahan yang terkait dengan tanggungjawab 

pembinaan kinerja kecamatan. 

b. Akuntabilitas, penilaian evaluasi kinerja berdasarkan pada 

capaian kinerja tertentu yang dapat diukur. 

c. Partisipatif, penilaian evaluasi kinerja mendorong tumbuhnya 

keterlibatan stakeholder untuk mengembangkan evektivitas kinerja 

kecamatan. 

d. Sinergi, penilaian evaluasi kinerja kecamatan diselenggarakan 

secara terpadu antara pemerintah dengan pemerintah daerah. 

e. Inovatif, penilaian evaluasi kinerja mendorong tumbuhnya 

pengembangan kemampuan kinerja kecamatan. 

f. Kreativitas, penilaian evaluasi kinerja menghargai 

pengembangan proses pencapaian kinerja berdasarkan kondisi 

kinerja yang dihadapi kecamatan; dan 

g. Adil, penilaian kinerja kecamatan tidak memihak pada salah 

satu pihak yang menjdi objek penilaian. 

3. Maksud dari kegiatan Evaluasi Kinerja Kecamatan ini, adalah; untuk 

mengetahui dan mengevaluasi kinerja kecamatan dalam 
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Penyelenggaraan  Pemerintahan Daerah, Pembangunan dan 

kemasyarakatan di kecamatan dalam wilayah kabupaten Banggai 

Kepulauan Provinsi Sulawasi Tengah. 

4. Kegiatan evaluasi kinerja kecamatan memiliki beberapa sasaran, yakni; 

a. Pemutakhiran Data Kecamatan (Renstra kecamatan, program 

beserta dokumen-dokumen) 

b. Pematangan Perencanaan kinerja kecamatan 

c. Peningkatan Pelaksanaan kinerja kecamatan, dan 

d. Peningkatan hasil kerja keseluruhan dari kinerja kecamatan. 

 

5. Tim Evaluasi kinerja kecamatan tingkat kabupaten/kota memiliki tugas- 

tugas, yakni; 

a. melakukan penilaian atas indikator kinerja tertentu dan 

menentukan hasil peringkat kinerja kecamatan di wilayah 

kabupaten/kota. Dalam melakukan penentuan peringkat kinerja 

kecamatan pada kabupaten/kota, tim Evaluasi berpedoman pada 

asas-asas penilaian kinerja kecamatan. Berita acara Evaluasi 

Kinerja Kecamatan ditandatangani oleh tim penilai Evaluasi 

Kinerja Kecamatan. Penetapan urutan peringkat kecamatan 

ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota. 

B. Saran 

Dalam upaya meningkatkan kualitas dari evaluasi kinerja kecamatan, 

maka perlu diberikan saran-saran sebagai berikut. 

1. meningkatkan sosiolisasi terhadap Peraturan Gubernur Sulawasi Tengah 

Nomor 50 tahun 2014 Tentang Evaluasi Kinerja Kecamatan Provinsi 

Sulawasi Tengah,  

2. Dari sisi waktu pelaksanaan Pemerintah Daerah kabupaten/kota untuk 

taat asas dan waktu dalam pelaksanaan evaluasi kinerja kecamatan, 

sehingga tidak terlambat dari waktu yang telah ditentukan, karena 

pemerintah daerah dalam hal ini tim penilai evaluasi kinerja kecamatan 

tingkat Kabupaten baru akan dapat melaksanakan penilaian kecamatan 

tingkat kabupaten/kota menyampaikan laporannya dan menunjuk 

kecamatan yang mendapat rangking I atau pertama di kabupaten/kota 

masing-masing untuk dinilai oleh tim penilai evaluasi kinerja 

kecamatan tingkat provinsi. 

3. Pemerintah Daerah kabupaten/kota untuk dapat meningkatkan 

penghargaan kepada kecamatan pemenang dari evaluasi kinerja 
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